PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2
3

4

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Nomor Urut SOP 000.4.6.2/040.1/1tda
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2024
Tanggal Revisi 5 Januari 2024
Tanggal Efektif 8 Januari 2024
[Disahkan Oleh di__la_spe_,tf&r Kabupaisa Bangli, [.’
B P rikap-#7Wid:
NIP. 19710515 199703 1 015
Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi
Nama SOP Publik
ualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum 1. Minimal SMA/Sederajat
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan

3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

5  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6 Keputusan Bupati Bangli No. 550/873/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

Eeterkaitan

2. Term Of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet

Peralatan /Perlengkapan
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja

Peringatan

1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif

encatatan Dan Pendataan
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

i Dipindal dengan |
i CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

/

Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik

Pelaksana Pendukung
Eegiat Keterangan
et - PPID Pelaksana | PPID Utama Atasan PPID Kelengkapan Walkta Omtyat
1 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan 1. UU No. 14 Tahun 2008 Secara barkala, | LiL? yang
relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Inspektorat 2. UU MNo. 28 Tahun 2009 sorta merta dan . ~
iDaerah Kabupaten Bangli, baik yang diproduksi sendiri, 3. UU No. 23 Tahun 2013 sotiap saat hramprasan i
maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip 4. PP 81 Tahun 2010 can eormpenen t
tis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vita} ( J . Permendagri No.3 Thn dan Pearangicat ;
tyang dikuasai. 17 Caaran !
. Perld No. 1 Tahun 2010 1
. Perld No. 1 Tahun 2013 I.
| i
2 Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah . UU No. 14 Tahun 2008 Secara berkala, |DIDP yang msian I
\dilkumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi 'JLI . UU No. 25 Tahun 2009 serta merta dan |Dildamfiras |
|dan dokumentasi. . UU No. 23 Tahun 2013 setiap saat Ksberaran=ya I
.PP 61 Tahun 2010 |
. Permendagri No.3 Thn |
17 t
6. Perki No. | Tahun 2013
3 |Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan — [Alat Tulis Kantor Secara berkala, |DIDP
tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy. serta merta dan
r" setap saat
4 kan DIDP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan \ Mengadakan rapat bersama |Setelah DIDP Surat Ksputusan CICP? amtapzan, |
publik. J dengan PPID Utama dengan |terkumpul dan DIDP yang ada mmzanan t
PPID Pelaksana Untuk PPID Pembant ditandatangas: jformam Dam, dibuar {
Tidak Ya ﬁmﬁneupkan DIDP oleh Atasan PPID r oty etapkan i
5 dan mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri dan [Website dan sarana Setelah DIDP Adarya konten !
Daerah maupun melalui sarana informasi lainnya. informasi lainnya yang ditetapkan oleh DIDP & wabae '
dimiliki oleh komponen dan [Atasan PPID Kemendagm dan 1
Pemerintah Daerah Pemerintah |
Daerah

Dipindai dengan |

{8 CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Nomor Urut SOP 000.4.6.2/040.2/Tida
Tanggal Pembuatan K Januari 2024
‘Tanggal Revisi 5 Januari 2024

'anggal Efektif Januari 2024
Digsahkan Oleh

, NIP. 19710515 199703 1 015
elayanan Permohonan Informasi Dan
- sop okumentasi Publik
Dasar Hukum [Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA/Sederajat

1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Kabupaten Bangli terhadap penerimaan tamu menjadi negatif

2  Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan
3  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Dacrah 4. Memiliki Tata Krama
4  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5  Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6 Keputusan Bupati Bangli No. 550/873/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
|Eeterkaitan Peralatan /Perlengkapan
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. Term Of Reference
. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

i Dipindai dengan
i CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

—

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi Publik

Pelaksana Pendukung
Bldang Komponen dan
;e W Patuohen Aelnyanan PPID Perangkat Kelengkapan Waktu Outpat e
Informasi Informasi Dan
Pelaksana Inspektorat L
Dokumentasi
1 enyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan (1) Formulir Permohonan ada hari dan jam |Formuir
baik secara langsung dan tidak langsung kepada Bidang D Informasi yang tersedia dimeja [kerja untuk [permohoran
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pelayanan PPID atau yang pemohon linformasi yang
ditampilkan di website informasi secara |telah diisi lengicap
(2) Fotocopy atau scan identitas dan dan dilampisi
diri (NIK) dari pemohon ketiap saat untuk |fotocopy / scan
informasi jpemohon lidentitas diri ONIK)
jnformasi secara
fidak langsung
2 Melakukan registrasi berkas permochonan informasi Semua data pemohon informasi Pada hari dan jam PIP yang telah
publik. Jika informasi / dokumentasi yang diminta belum Ej disimpan dalam bentuk ferja untuk tersusun dalam
termasuk dalam DIDP, maka berkas permochonan hardcopy dan softcopy pemohon bentuk hardcopy
kdisampaikan kepada PPID Pelaksana jnformasi secara |dan softcopy
langsung dan
Eetiap saat untuk
pemohon
informasi secara
dak langsung
3 Meminta kepada komponen atau Inspektorat untuk DIP yang telah ditetapkan oleh |10 (sepuluh) hari |[DIP
Lnembe:i.knn informasi atau dokumen yang sudah komponen atau Perangkat kerja sejak
fermasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemochon E—L Daerah bermohenan
[nformasi B fnformasi
diterima oleh
) rF]D
4 Memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud Informasi diberikan dalam 10 (sepuluh) hari |DIP
pada PPID Pelaksana \ bentuk hardcopy dan softcopy rja sejak
rmohonan
nformasi
idak iterima oleh
Ya PPID
8 mberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh I Informasi atau dokumen yang [Perpanjangan Informasi publbi
ohon informasi yang telah menandatangani tanda (:) diminta oleh pemohon parmohonan lyang dirunta oleh
penerimaan informasi atau dokumentasi informasi informasi adalah |pemohon informasi
T (tujuh) hari kerja

Dipindai dengan

{8 CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor Urut SOP 000.4.6.2/040.3/1tda

Tanggal Pembuatan i Januari 2024

Tanggal Revisi 5 Januari 2024 n
Tanggal Efektif B Januari 2024 g

Disahkan Oleh & -~ R -

RTO Fen
NIP. 19710515 199703 1 015

fNama SOP ji Eonsekuensi Informasi Publik
I
Dasar Hukum ualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Minimal SMA/Sederajat
2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 4. Memiliki Tata Krama

4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

€ Bupati Bangli No. 550/873/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 tentang|
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan

1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
» 2. Term Of Reference

3. Alat Tulis kantor

4. Jaringan Internet

Peringatan |[Pancatatan Dan Pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Kabupaten Bangli terhadap penerimaan tamu menjadi negatif

i Dipindai dengan
i CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

SOP Uji Konsekuensi Informas{ Publik

__Pelaksana Pendulung
PPID Tim i—!omponon
No Eegiatan Utama Dan | Pertimbangan atan Ksterangan
PPID Pelay. Perangkat Pemohon Kalengkapan Wakta Cratpmt
Pelaksana Informasi Inspektorat
1 Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk tkas permohonan [Setiap saat
Falam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan F:lomul / dokumen dari
Informasi. pemohon informasi

Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang
Himalesud yang bersifat rahasia berdasarkan UlU, kepatutan dan

[Dasar hukum : UU No. 14

I:r'—| fTahun 2008 dan PERKI |
repenﬁ.nqm uwmum Tahun 2010
3 Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status ﬁnformasi / dokumen yang
informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi telah dinyatakan terbuka
dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada IJLI juntuk publilk
pemohon informasi.
4 [Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat Informasi atau Dokumen
kepada pemohon jika status informasi / dokumen lyang diminta ocleh pemohon
rahasia. - ( ) informasi atau surat
penolakan jika informasi /
dokumen tersebut
dikategorikan rahasia

Dipindai dengan |
{8 CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

[Nomor Urut sOP P00.3.6 2040 4 1ula
Tanggal Pembuatan B Januan 2024
‘Tanggal Revisi 5 Januari 2024
[Tanggal Efeltif E Januari 2024
|Disahkan Oleh
} lare Paamertiaa A
NIP. 1TT10%18 195 I s
jNama SOP anan Kaberatan Iaformasti Padite
1
Dasar Hokum unalifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Minimal SMA/Sederajat
2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Menguasai Tata Pembuluan
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Dacrah 4. Memiliki Tata Krama
4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
€ Kepuwtusan Bupati Bangli No. 550/873/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi J
|
Keterkaitan [Peralatan /Perlengkapan l
1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
. Term Of Reference
3. Alat Tulis kantor
4. Jaringan Internet
Peringatan ncatatan Dan Pendataan 1
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Disimg dalam bentuk sofcopy dan hardcopy .L
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai |
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Kabupaten Bangli terhadap penerimaan tamu menjadi negatif i

i Dipindal dengan |

{8 CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

Pelaksana Pendukung
No Eegiatan Pemohon PPID
Informasi Pelaksana Atasan PPID _ Kelengkapan Wakta [ Ontpat
1 enyampaikan pengajuan keberatan atas tidak (1) Formulir Pengajuan da hari dan jam rerja [Formuls
terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan D |Keberatan Informasi Publik an
lyang tersedia di meja aan
ipelayanan PPID atau A
ditampilkan di website dan brdormam putlk
dapat diunduh, (2) Fotocopy Tang
atau scan identitas diri (NIK) x AcGLap
dari pemohon yang
ngajukan keberatan
g ="
o WX
2 [Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan Semua data - data pemohon |Pada hari dan jam kerja pesgaTIaAs
pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan L‘ informasi disimpan dalam ke beratas
keberatan kepada Atasan PPID ,\__] bentuk hardcopy dan softcopy (pelayacsan
Lnformas yeog
telah i Do calem
[bentuk hartorey
can sofcopy
3 |Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para \ Berkas pengajuan keberatan [Pada hari dan jam kerja |[Daftlar srat yang
Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Pelaksana / |peln7man informasi yang harus
untuk menjawab permohonan informasi Tidak telah diisi lengkap dibenkan kepaca
Ya |PPID Pelaksa=a
4 |Memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi. (1) Berkas pengajuan fi'm hari dan jam kena [S
Ej keberatan pelayanan informasi
yang telah diisi lengkap,

(2) DIP yang telah diumumkan

5 |Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon Dokumen/informasi yang [Pada nari dan jam kerja [Infcrmam pubik
informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang idimaksud oleh Pemchon Iyang &ommon olalt
dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab Informasi atau rekomendasi

ngajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika surat penolakan dari A surar
informasi yang diinginkan pemohon PPID Pelaksana karena kepada
informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah informasi yang diminta Pemolon nforman
diumumbkan, karena informasi belum tersedia atau merupakan informasi yang
termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan dikecualikan

surat penolakan kepada Pemchon
Informasi.

i Dipindai dengan |
{8 CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

-
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
INomor Urut SOP [00.4.6.2.040 5/ Tuda l
Tanggal Pembuatan # Januari 2024 }
' Tanggal Revisi K Januari 2024 ]
Tanggal Efektif E Januan 2024 i
13
rnmmmu Oleh A Inspekier Xavws. -
‘/ >—
¢ f
NIP. 19710313 139733 1 313
F‘a.mn SOP Fasilitasi Sengksta [aformasi Padblik
Dasar Hukum unalifikasi Pelaksana }
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Minimal SMA/Sederajat !
2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Menguasai Tata Pembulkuan '
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Pruma |
4 Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 4. Memiliki Tata Krama :
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik f
5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
6 Keputusan Bupati Bangli No. 550/873/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ‘
!
[Peralatan ]
Eeterkaitan /Perlengkapan
1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik 1. Lembaran Kerja & Rencana Kesja i
. Term Of Reference !
. Alat Tulis kantor |
. Jaringan Internet 1
Peringatan encatatan Dan Pendataan T'
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik Disimpan dalam bentuk softcopy dan hasdeopy i

2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3 Bila Prosedur ini tidek berjalan maka Image positif PPID Kabupaten Bangli terhadap penerimaan tamu menjadi negatif

Dipindai dengan |
{8 CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Pelaksana Pendukung | |

e iy atnn ll::f:mhonl Atasan PPID PPID Eomisi Informasi Eelengkapan Waktu Oatpat i —— |
i Pelaksana !
1 |Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan (1) Formulir Pengajuan [Pacda hari dan jam Barkas permononan !
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak Keberatan Informasi Publik  [kerja, malksimal 10 informam yung ‘mian ]
ipermohonan informasi teregistrasi. ( ) yang tersedia di meja (sepuluh) hari kerja, |diisilengiap da= i
pelayanan PPID atau sejak permohonan dilampiri i
ditampilkan di website dan  [informasi teregiswasi  |f pY/scas idacttas |
dapat diunduh, (2) Fotocopy diri (NIK)
atau scan identitas diri (NTK) \
dari pemohon yang i
mengajukan keberatan :
2 Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk Tanggapan tertuls cas |
Fnenqupnyakm penyelesaian '\(__I atasan PPID percal i
Isengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama ‘ I informasi yang :
disengketakan i
3 [Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID [Diajukan dalam wakt: .
[Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang [paling lambat 14 k
[hulcum, pejabat fungsional, serta [FU yang sesuai dengan (empat belas) harni L
butuhan Cj kerja setelah -
Iditerimanya !
tanggapan {
tertulis dari Atasan !
PPID. f
4 enerima laporan proses penanganan sengketa | ]

8 lakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi

Dipindai dengan

i CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

